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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

A. KESIMPULAN 

1. Walaupun penyusunan anggaran belanja berpedoman pada Permendagri No. 13 

Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tetapi belum sepenuh 

menerapkan sesuai dengan permendagri tersebut khususnya dalam penyusunan 

anggaran belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan. Hal ini 

disebabkan oleh belum adanya regulasi-regulasi yang menunjukan secara riil dan 

operasional tentang analisis standar belanja. 

2. Dalam proses penyusunan anggaran belanja langsung pada Dinas Kesehatan 

Kota Kupang yang berkaitan dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan 

dalam tahun anggaran 2012 belum menggunakan analisis standar belanja sebagai 

pedoman untuk menilai kewajaran antara beban kerja dan biaya untuk 

melaksanakan kegiatan. Namun, dalam proses penyusunan tersebut menggunakan 

standar satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan standar satuan 

harga juga merupakan salah satu instrument dalam penganggaran dengan 

pendekatan kinerja. 

 

B. SARAN 

 

Diharapkan kepada pemerintah daerah agar menggunakan analisis standar 

belanja agar dalam proses penyusunan anggaran untuk setiap kegiatan dapat dinilai 

kewajaran biaya dengan beban kerjanya. Dengan demikian maka 
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kegiatan yang akan dilaksanakan dengan anggarannya yang sesuai agar tidak 

terjadinya pemborosan anggaran. 
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